
BUPATI MUSI RAWAS
PBRATI.'RAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 8( TAI{UN 2019

TENTANG

TATA KEI,OI^A BADAN L,AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUNGAI BUNUT

KABUPATEN MUSI RA\I/AS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2Ol8

tentan8 Badan layanan Umrrm Daerah, pcrlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata l(elola Pada

Pusat Kesehatsn Masyarakat SrmgBi Bunut Kabupaten

Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Ttngkat II dan Kotapraja di

Sumatera Sel,atan (IJmbarEn Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

L€mbaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 ?ahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

IJmbaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587}

sebagairnana telah beberapa kqli diubalh, terakhir'

dengan Undaag-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang tbmerintahan Daerah

ficmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tambahan L:mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tcntang

Pedoman Penlrusunan dan Penetapan Stsndar

Pelayanan Minimal (kmbamn Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan

Irmbaran Negsra Republik Indonesia Nomor 4585);

Perahrrsn Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014

t€ntang t trsat Kesehatan Masyamkat (Berita Negaru

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Feraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Baden layanen Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Nomor lO Tahun 2016 tentang

Femb€ntukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (L.mbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUTUSTAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEI'ITANG TATA KELOLA BADAN

LAYANAN UMUM DAEMH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT SUNGAI BUNUT TABUPATEN MUSI

RACIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasd I

Dalam Peratuan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1, Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pem€dntah Kabupaten adalah Femerintah lGbupaten

Musi Rawas,

3. Bupati adalah Bupati Kabupa.ten MuBi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatafl Kabupaten Musi Rawa8.

4.

5.
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5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adatah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Sungai Bunut.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

9. Fasilitas Pelayalan Kesehatan adalah suatu tempat

yalg digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang dilakukal oleh pemerintah,

pe merintah daerah dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayalan

kesehatan yalg menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dal preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di

wilayah kerjanya.

11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daeral atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yalg dibentuk untuk memberikan

pelayanal kepada masyaralat berupa penyediaal

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamalan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatalnya didasarkan pada prinsip

ehsiensi dan produktivitas.
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangar

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkal pelayanan kepada masyarakat

dalam ralgka memajukan kesejahteraan umum dal
mencerdaskan kehidupal bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yalg dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Sungai Bunut.

16.Fteksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikal dari ketentuan yang berlaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit ke{a yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi urrit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Ke{a pada Dinas Kesehatal Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dal meningkatkan keaehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

21. PeLayanaa kesehatan adalah upaya yalg diberikan

oleh puskesmas kepa.da masyarakat, mencakup

perencarnaran, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22.Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatlan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkatlan kemampuan BLUD dalam

pel,ayanan kepada masyaral<at.

23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keGrampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertenh-r memerlukal kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan peja.bat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yalg berlaku pada BLUD yarrg

bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank r.rmum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk
kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutart yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

I
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27. Biaya adalah sejunlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen percncanaan bisnis

dan pengangaran tahunan yang berisi program,

lregiatan, targpt kinerja, dan anggaran BLUD.

29. Dokumen Pelakssnaan Anggaran BLUD yang

Belanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen

Jrang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arl.s

kas, jumtah dan kualitas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunskan sebagai dasar

pclaksanaan anggaran oleh BLUD.

30. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat

Renstra Bisnia BLUD adalah dokumen 5 (tima)

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,

pengukuran pcncapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLUD.

31. Standar Pelayanan Minimal yang selsnjutnya

di8ingkat SPM adalah spesifika8i tcknis tentang tolak

ukur layanan mini'nal yang diberikan oleh

Puskesmas kopada

32. Basis alaual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh tmnsaksi dan pcristiwa lainnya pada saat

pelayanan terjadi, tanpa memperhati.kan Eaat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

33. Praldik bisnis yang sehat adalah penyelenggarasn

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-loidah

menajemen yang baik dalam rangka pemberian

lalranan yang bermutu dan berkesinambungan.



34. Satuan pengan/as internal adalah perangkat BLUD

yarg bertugas melakukan pengawasan dan

pengendaliaa internal datam rangka membantu

pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, keuaagan, dal pengaruh lingkungan

sosial sekitarnya (soaol rcspotsibilitljl dalam

menyelenggaralan bisnis sehat.

35.Iaporan keuangan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseh:ruhan lapora-n keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATA KELOI,A

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas Sungai Bunut mempakan Puskesmaa Rawat

Jalan yang terletak di Jalan Raya Desa Sungai Bunut,

Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kabupeten Musi

Rawas, email sungaibunut.puskesmas@mail.com.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

PAR.ti !{aoRD,i{,1.sI

(l)

(21

vi3i Puske$aas Sungai Bunut adalah

"Mewujudkan Derajat Kesehatan yang Optimal bagi

MasDrarakat dalam Wilayah Kerja Puskesmas Srmgai

Bunut dalam Mendukung Terciptanya Musi Rawas

SEMPURNA].

Misi Puskesmas Surgai Bunut adalah:

a. meningkatkan pera[ serta masyarakat dalam

pembangnan kesehatan

b. menciptakan iklim

berwawasan kesehata!;

pembalgunan yang

[;.rr-""*,r^nE@



(3)

c. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manuaia

(SDM) guna terciptanya pelayanan kesehatan yang

optimal; dan

d. meLaksanakan prograrn yang berkelanjutan guna

terciptanya indek pembangunan manusia (IPM)

yang baik.

Tata Nilai Puskesmas Sungai Bunut adalah:

a. profesionalisme;

b. kejujuran;

c. keadilan;

d. keterbukaan;

e. kerjasarna; dan

f. pelayananpelanggan.

Prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain:

a. trarsparansi;

b. akuntabfitas;

c- responsibilitas;darr

d. iadependensi.

Bagian Ketiga

Kedudukaa Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Sungai Br.mut merupakan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kes€hata! Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Keempat

T\rjuan, Tugas dan Fr:ngsi Puskesmas

Pasal 5

(U Tujlr€n dari Puskesrnas Sungai Bunut:

a. mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku

schat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan

kerrampuan hidup sehat;

b. mewujudkan masyarakat yang nlampu

menjangkau pelayana.n kesehatan bermutu;

c, mewujudkan masyarakat yang hidup dalam

lingkungan sehat; dan

(4)
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d- crujudLan @srtEataat yalg tr*rrriliki d.rdat
kr$atan o6inal hik L.l'E E,
t Lrr.f.'t , dm lnas1rar.aH.

{2) Putuss mpqFi lr$ns rrrakcmollan

kehijabn kesehatm uffirt -r.-".l:al lujuatr

Harm di witayah hirtrya dalam

ragta EcoduklnS Erujudrjra kccmah schat
(31 Ddm rnphk*anrlrrn tqgas scbagainana dimalsud

dlrra'n qyat Pl, Ptrslcsas rrcayelcngarakan furyri:
a- pcordrnsaraan UKII tingfr.t pcrtaEa di rilryah

kerFaya: daa

b. pcqyekaparaan UfP dngkat pcrtma di wlayah

B8gian l(pti'n'

lGduduLm hcrintah Decrah

Fasal 6

FcEi[tah EahqtaEE Er.rsi Ravas a&tah per;nr
Pus&esmasSrryai BImrrL

ksal 7

(1) Bupati schagai oimfinm ho:riotah Da.rah mcrEiliki

kcrqiiban s€bagd bcrihlt
a- mjaga trlsyam hxftesas qEr Ealyaratat

ffip EcEili&i af6cs paa- pela5ranm lehtan;
b- -.nFgr pcuvaaa Arslamas

scbagai bagian dari pclayaaan umum;

s. rrrdtlgFrrrlErlg!.-n ftrsl656as ffirai ,rlogFrr

Frlcmbmgan ihu dm rPk,l.rl(Bi;

d. ndcnglapi tEnaga, sarana dm prasarana

Prr*Itemas dalam ra4b rminglarb[ EuUr

IElry8D8r; "-'
g- rtPlabrL.'l pe@biDaaE d,n pErl8FrF.r'r heFda

hlsbroas BurD Eclahd Dfuas Kesctaran-



Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bert€.nggungiawab:

a, terhadap kemajuan dart perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanar yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defisit aaggaran Puskesmas yang bukal
karena kesalaltan dalam pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggungiawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaiar staf Puskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggungiawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. menSangkat dan memberhentikan Pejabat PengeloLa

dan Pejabat Struktural;

c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usuLan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kine{a

Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui dal mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remuneraai Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sarksi kepada pegawai yarrg melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan

h. kewenalgan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

k
I
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BAB ITI

SUSI,JNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 10

(1) Orgartisasi Puskesmas Sungai Bunut terdiri:

a. kepala Puske$nas;

b- kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. penanggungiawab Upa.ya Kesehatan Masyarakat

(UKM);

d. penganggungiawab Upaya

Perseorangan [[IKP); dan

e. penanggungiawab jaringan pelayanan Puskesmas

dan Jejaring fasilitas peLayanal kesehatan-

(2) Bagan strukhrr organisasi sebagaimana dimatsud
dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dahm fampiran I
Peraturan Bupati ini.

(3) Kepala Puskesmas merupal(an seorang Tenaga

Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut;

a. tingkat pendidikan paling rendah sa{'ana (S1} darr

memiliki kompetensi manajemen kesehatan

maslraralat;

b. masa kerja di Puskesmas minima.l 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Kepala Puskesmas bertanggungiawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala

Puskesmas merencanakan dan mengusulkan

kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas

Kes€hatan Kabupaten.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa

kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dart keuangan.

Penanggungiawab UI(M Esensial dan Keperawatan

membawahi:

Kesehat n

l4l

(s)

(6)

".'-,-----..1
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a. pelayarran promosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatar lingkungar;

c. peLayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

e. pelayanan pencegahan dan pcngendalian

penyakit; dan

f, pelayanal keperawatan kesehatan masyarakat.

(a) Penanggungjawab UKM Pengembangan membawahi:

a, pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;

c. pelayanan KesehatanTradisioual KomplemenGr;

d, pelayanan Kesehatan Olahaga;

e. pelayanan Kesehatan Indera;

f. pelayanan Kesehatan l,ansia;

g. peliayanan Kesehatan Kerja; dan

h, pelayanan Kesehatan Lainnya.

(9) Penanggungiawab UKP, Kefarmasian, darr

Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu;

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b, pela5ranan kesehatan gigi dan mulut;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. pel,ayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi yartg bersifat UKP;

f. pela5rananpersalinaa;

g. peLayanan rawat inap;

h. pelayanal kefarrnasian;

i, pelayanan l,aboratorium; dan
j. pelayananrawatjalan.

(10) Jaringan Pel,ayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membawahil

a. puskesmas Pembantu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan Desa; dan

d- jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

j r.,*-ro ;,,- c:l::;..,st I
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(11) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatarr

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama.

(12) Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi

dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 11

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:

a. pemimpin BLUD;

b. p,ejabat Keuangan; dart

c. pejabat Teknis (penganggmglawab program).

Bagian Ketiga

Pengangkat€n Pejabat Pengelola

Pasal 12

(1) Pejabat ;rngelola BLt D diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

Pcmirlpill BLUD Hanggungjawab kepada Bupati

melalui kepala Dinas Kesehat€n.

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD

bertalggungiawab Kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengeloLa

Pesel 13

[1) PsnBangkatan dalam jabatan dan pcnompatan

pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada

pasal 12 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi

dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(21

(3)
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(21

(3)

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki
oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan

keterampilan, dar sikap perilaku yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), merupakan kepentingal

BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan da-n

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasal 14

(1) Syarat untuk dapat diangkat me4iadi Pemimpin

Puskesmas BLUD adalah:

a. tenaga kesehatan Strata- I yarg mempunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan,

dan diutamakan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemaadirian

Puskesmas BLUD;

memenuhi syarat administrasi kepegawaian darl

kualifikasi jabatar;

d. pimpinan Puskesmas BLUD ya-ng berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan (ft. and proper tes).

o. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskeamas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adalal.:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar belakang pendidikan sarjara, diutamakan

bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. pejabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

b.

c.

r;',"ts--*;l
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d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian

keuangan;

f. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak
pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyatakan pailit;

g. memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualilikasi jabatan; dan

h. diutanakan mempunyai latar belakang

pendidikan paling rEndah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi

dan keadministrasian-

(3) Syarat untuk diargkat menjadi Pejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinal;

b. berkel,akual baik dan memiliki dedikasi r:ntuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidalgnya;

c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualilikasi jabatan; dan

d. diurarnetan mempunyai latar belakang

pendidikan paling rendah D3 dal mempunyai

pengalaman di bidang teknis yang menjadi

tanggungiaq,abnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat PengeloLa

Pasa.l 15

Feaimpin BLUD bertanggungiawab terhadap

operasional dan keuangan BLUD secara umum.

Pejabat Keuangan BLUD bertanggungiawab terhadap

keuangan BLUD.

(l)
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(3) Pejabat Tcknie BLUD

mutu, standarisasi,

kualitas sumber daya

su.mber daya lainnya.

bertanggungiawab terhadap

administrasi, peningkatan

manusia, dan peningkatan

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Fejabat Pengelola dan Pegawai

Paeel 16

Pejabat pengelola mcmpunyai hak:

(U Mendapatkan rEmunerasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan dan kerrampuan keuangan

daerah;

(2) Mengelola sumber daya ecsuai dengan fleksibilitas

yang diberikan oleh Bupati,

Pasal 17

(1) Pemimpin BLUD sebaggimana dirnaksud dalam Pasal

11 ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan

penyelenggaraan kegiatan BLUD ;

b. menj.uaun renstra bisnis BLUD;

mengevaluasi

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pcjabat teknis kepada kepala daerah sesuai

ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai lrcbutuhan

BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan

Feratuan Perundang-Undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertangungl'awabkan

kinerja operasional scrta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD eebagaimana dimaksud

dalam Pasd 11 ayat O), mempunyai tugBs dan

kewajiban:

a. mengkoordinaeikanpenyusunanRBA;

I
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b. menyiapkanDPA-BLUD;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaanutang-piutarg;

f. meny.rsun kebljakan pengelolaan barang, aset

tetap, darr investasi;

menyelenggarakan sistem informasi manajemen

keuartgan; dan

menyelenggarakan akuntsnsi dan penyrsunan

laporan keuangan.

(3) Pejabat teknis setngaimana dirneksud dalam Pasal lO

ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menyusrm lrrencanaan kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakaa kegiatan teknis sesuai RBA; da-n

c. mempertanggungiawabkan kinerja operasional

dibidangrya.

Bagian Ketujuh

Lqrangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan

Pegawai

Pasal 18

Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. meLakukan tindakan yang dapat menumnkan

kehormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

b. menyalahgunakanwewetrang;

c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau ora-ng lain dengan menggunakan

kewenangaa oralg lain;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadeike'r,

menyewakan, atau memirrjarnkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokurren atau suiat

berharga milik pemerintah kabupaten secara tidak

sah;

c.

h.

; lr i[---i]r
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h.

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

lnaupurr di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan

pemerintah kabupaten;

melakukan suatu tindakan atau tidak melalukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau

mempe, sulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

aencalonkan diri sebagai calon kepala

daerah/DPR/DPD/DPRD;

ikut serta zlslqm karnpanye calon Presiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

memberi dukungan kepa.da calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat

dalam kegiatan kampanye.

l.

J.

Pasal 19

(U Pejabat PengeloLa Puskesmas BLUD diberhentikan

karena:

a. aeninggal dunia;

b. berhalangan aecara tetap selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut;

c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibaanya

dengan baik;

melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan

lain yang telah ditetapkan;

mengundurkan diri karena alasan yang patut;e.

atau

f. terlibat dalam suatu perbuatan yang meLanggar

hukum.

(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1A
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(1)

BAB IV

PENGEI.OMPOKAN FUNGSI

Pasal 2O

F\rngsi pelayanan Puskesmas Sungai Bunut didasarkqn

pada fungsi pelayanan yang meliputi Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perseorangan

(UKP), Jaringan Pelayanan PuskesEas dan Jaringan

Fasyankes serta fungsi pendukung pelayanan.

Pasal 2l
Fungsi pendukung sebagaimara tersebut pada Pasal 20

metiputi fungsi maaajemen puske smas dan Satuan

Pengawas Intemal.

Pas€l22

T\rgas pokok Satuan Pengawas Internal;

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b, menilai pengendalian pengelolaan dan

pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala

Puskesmas.

Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:

a. pelak8ana pengawasan terhadap segala kegiatan

BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;

b- penelusr:ran kebenaran laporan atau inlormasi

tentang penyimpangan yang te{adi; dan

c- pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fungsional.

Satuan Pengawas Internal dibentuk dan di tetapkan

dengan keputusan Kepala Puskesmas;

Satuan Pengawas Intemal berkedudukal dibawah

dan bertanggung jawab kepada KepaLa Puskesmas;

Satuan Pengawas Internal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.

(21

(3)

(4)

(5)

l
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(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pel"ayanan, standar

prosedur oPerasional, etika profesi, menghormati hal<

pasien, serta menguto'n'kart kepentingan dan

keselamatan pasien dengaa memperhatikan

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rekmtmen, seleksi, pengangkatan, pertempatarl',

mutasi, promosi, retuard prnisfunent, sampai dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengal tingkat

tanggungiawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperlukan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gqji,

tunjangar tetap, honorarium, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

untuk BLuD-Ptrskesmaa ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan usulan pemiapin BluD-Puskesmas

me lalui lGpa.la Dinas Kesehatan.

(4) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (sizel dar: jumlah aset yang dikelol,a

BLUD, tingkat pelayanan serta produkivitas;

(71

(8)

(1)
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b. pertimbangan persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertiobangkan antara lain

indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

manfaat bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkao paling baayak sebesar 9096 (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basic mder);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(onpetenq irde$;
c. risiko kerja (nslc mder);

d. tingkat kegawatdaruratan lenergencg inde4;

e. jabatan yang disandang (posirron index); dan

f- hasil/capaian kineqa $rcrformane inde$.

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti

Peraturan Perundang-Undangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasilan sesuai reounerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

Pejabat pengelola yang diberhentikan semertara dari
jabatannya meqrperoleh penghasilan sebesar 50o/o

(lima puluh persen) dari remr:nerasi/honorarium

bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

(s)

(6)

n

(8)
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(9) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

BAB IX

STANDAR PEI.AYANAN MINIMAL

Pasal 27

(1) Untuk menjamin ketersediaan, kete{angkauan, dan

kualitas pel,ayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

(3) Standar pelaya:rarr minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas
pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan Layalran serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

(4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapa.t dicapa.i;

d. relevan dal dapat diandalkan; dan

e. tepat waku-
(5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan

tungsi BLUD.

(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinil,ai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pemanfaatannya.

l& r-'----*_ .i-- _l
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(8)

(e)

Relevan dan dapat dianda.lkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan da.rl dapat dipercaya untuh
menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF LAYANAN

Pasal 28

BLUD d,fat memungut biaya keprd. masyarakat

sebagai imba.lan atas barang dan/atau jasa layanan

yang dibcrikan.

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusr:n atas dasar

perhihrngan biaya satuan per unit layanan atau hasil

per investasi dana.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanal.

Tarif layanan sebagaimara dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis

layanan BLUD yang bersangkutan-

Tarif layanal BluD-Puskesmas diusulkan oleh

pemiopin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Kesehatan.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinar DPRD.

Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta

kompetisi yang sehat.

(1)

(21

(s)

(4)

(5)

(6)
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(8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.
(9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dopat

berasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keualgan;

c. unsur perguruan tinggi; dan

d. lembaga profesi.

(1O) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat

dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan

perkembangan keadaan.

(1f) Perubahan tarif sebagairnana dimaksud pada ayat

(1O), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun

per udt Layanan.

(12) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) dan ayat (11), mempertimbangkan

kontinuitas dan pngembangan layanan, daya beli

Easyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB)<I

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 29

(l) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kedasama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lainJain pendapatart BLUD yang sah.

26 ,.,
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(21 Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyarakat-

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b, dapat

berupa hibah terikat darl hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa

perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa,

dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi

BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit

anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan

pembiayaan APBD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

rlalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dan lain-Lain.

BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagairnana dimaksud

pada ayat (6), proses pengeloLaart keualgan

diselenggarakan s€cara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku dala'n pelaksanaan APBN.

Lain-lain peadapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara Lain:

a. hasil penjualan kekayaan yalg tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. ker.urtungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

(3)

(4)

(s)

(6)
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f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terilet sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, da,l huruf f,

dilakeanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimara dimalsud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan,

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

(2) Biaya operasional s€bagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yartg menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan h-rgas dan fungsi.

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanarn tugas

dan fungsi.

Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai program f,eningkatan
pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan

pendukung pelayanan.

(3)

(4)
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(5) Pembiayaan program dan kegiatar sebagaimana

rtirnsksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan-

(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), terdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan administrasi.

(7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yalg

berhubungan Langsung dengan kegiatan pelayanan.

(8) Bia]ra umum dan admioistrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) humf b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

(9) Biaya pelayanan sebagaimana dimalsud pada ayat

(7), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayarar;

d. biaya pemeliharaan; dart

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelayanan Lain-

lain.

(1O) Biaya umum dan administrasi sebagaimara pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b- biaya administrasi kantor;

c, biaya pemeliharaan;

d- biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi l,ain-Lain.

(11) Biaya non operasional sebagaimala dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualar aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

i * f-rir--------,,-=...-l I
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e. biaya non operasional lainJain.

(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat $ huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelol,a Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluarar biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan

dengan menebitkan SPM Pengesalan yang dilampiri

dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbangkan volume kegiatan

frelayanan.
(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifikaa dengan

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA

yang telah ditetapkan secara defrnitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak bedaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukar usulan tambahar anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran presentase.

(2O) Besaran persentaee sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukar dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
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(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), Berupakarr kebutuhan
yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,
rasiooal dan dapat dipertanggungfawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 3l

(1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), mencakup pernJrataan viei, misi, program

Etrategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima tahr]rran BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingtn

diwqiudkan.

(4) Misi sebagaimana dimalsud pe.da ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan orgaaisasi

dapat terlaksana sesuai denga[ bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimahsud pada ayat
(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang inCrn dicapai sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengal 5 (lima)

tahrm dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang "de atau mungkin timbu.l.

(6)Fengukuran pencapaian kinerja sebagaimana

dimaksud pada aJrat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapa.ian hasil
kegiatan dengao disertai analisis atas falcor-faktor

internal dan eksterna.l yang mempengaruhi

tercapainya kinefa.

3l ,.,i
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(7) Rencana pencapaian lima tahulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capa.ian

kine{a pelayanan ta}runa-n selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

sel,ama 5 (lima) tahun.

(9) Renstm bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penlrusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD menJ rsun RBA talnman yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun berdasarkan prinsip alggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

laSranan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapa.tan yang diperkiralan akan ditertna dari

masyarakat, badan lain, APBD, APBN dalr sumber-

sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupalan penjabaran lebih la-njut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengeloLaan keuarrgaJl BLUD.

(13) RBA sebagaimana dima-ksud dalam ayat (f2),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi Eal(ro dan mikro;

c. t4Bet kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambalg batas;

h. prognosa lalrcran keuangan;

i, perkiraan majlu ffonuard estimatQ;

j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk

konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.
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(14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (f3), disertai

dengan usulan program, kegiatar, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran ya-ng dihasilkan.

(15) Kine{a tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. laporan keuangan tahun befalan; dan

e- hal-hal lain yang lnrlu ditindaklanjuti

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan-

(f6) Asumsi uakro dan mikro sebagaimara dimaksud

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e- volume palayalan.

(17) Target kinerja sebagaimana dimalsud pada ayat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraal pencapaian kinerja pelayanan; dan

b, perkiraan keuangal pada tahun yang

direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan bialra satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupa.kan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau

jasa peliayanan yang diberikan, s€telah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan

volume baraag dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiraaa harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungka!

biaya petsatuan dan tingkat margin yang ditentukan

selrrti tercermin dari tarif layanan.
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(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuajr uang yang tercarmin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakar besaran

pereentase perubahan anggaran bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan flulrtuasi

kegiatan operasional BLU D.

(22) Prognosa laporan keualgan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraar maju forward. estimo,tel sebagaimana

dimal<sud pada ayat (f3) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhal dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

yang telah disetujui dan menjadi dasar penyrsunan

anggaran tahun berikumya.

(24) Rencara pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap,

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BLUD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (L2l disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-PuskesmaB.
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(28)

(2el

(30)

(32l.

(33)

(s1)

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk
dibahas sebagai bagian dad RKA-Dinas Kesehatan.

RI(A-Dinas Keaehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampikar kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2a) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disaftpaikan

kepa.da Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

RBA yang telah dilakukal peneLaaha-n oleh TAPD

dimaksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkal dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD,

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sehgaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA delinitif.

RBA delinitif sebagaip2sa dirnaksud d'lqm ayat (32L

dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk
diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaal Anggaran

Pasal 32

(1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara lain:

a. pcndapata! dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.
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(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada Peraturan

Perundang-Undalgan.

(a) Dafam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dsna yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mismatch) jurnlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan .rnggarrur kas yang telah ditet .pkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi Lampiran pe{anjian kineda yang

ditandatangarri oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kir:.eia (@ntradual performane

agreementl.

(10) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dima-ksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum

dan berhak mengeloLa dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

(11) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkar:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

K
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(1)

l2l

(3)

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat

BaSian l(elima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertangungiawaban

Pasal 33

BLLJD menerapkan sistetn infornasi manajenen

sesuai dengan kebuhrhan praktik bisnis
yanS schat"

Setiap transaksi keuangEn BLUD dicatat ditqrr|

dokumen pcndukung yaflg dikclola sccara tertib.

Penyelenggaraan akuntansi dan l,aporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengunatsn
basis akrual baik rlalarn pengakuan

biaya, as€t, lcwajiban dan ekuitas dana.

BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem

akuntansi dengan UerpeAomen pada standar

akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang

bcrsangkutan dan ditetapl€fl oleh Bupati.

Pasal 34

(1| laporan kcuangan BLUD terdiri dari:

a, nerac,a yang menggambarkan poski kcuangnn

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada

tanml tcrtentu;

l,aporan opcrasional yang berisi informasi jumlah

p€ndapatan dan biaya BLUD selama satu periode;

l,aporan arus krs yang menyajikar informasi kas

bcrkaitan dengan ahiyitas operasional, investasi,

dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan

yang menggambarkan saldo awal, penerirnaan,

pengeluaran, dan saldo alhir kqs aclama pcriodc

tertentu; dan

(4)
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d. catatan atas laporan keuangan yang bcri8i

penjelasan naratif atau rincian dsri anglra yang

tertera deh"n laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, discrtai dengan l,aporan kinerja yang berisikan

informasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD.

(3) Laporan keuangan scbagaimana dimakud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa ekEtemal Besuai dengan

peraturan pcnmdang-undangan.

(a) Setiap triwulan BLuD-Puskesmas men5nrsun dan

Eenyampeikan laporan opcrasional dan Laporan arus

kas kepada PPKD melalui IGpala Dinas Kesehatan,

paling lsmbat 15 (lima bela8) hari setelah periode

pelaporafl berakhir.

(5) Sctiap acmesteran dan tahunan BluD-Puskcsrnas

wejib menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan lcngkap yang tcrdiri dari laporan

operasional, neraca, l,aporan arus kas dan eatatan

ata.s laporan discrtai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kes€hatan untuk
dikonsolidasikan ke drh'n l,aporan keuangan Dinaa

Kcschatan dan pemerintah alaerah, paling lambat 2

(dua) bulan setelah pcriode pelaporan bcrakhir.

(6) Penyusunan laporan keuangan sebagatmfla
rlinqtrud .lale'n ayat (4) dan aatarn ayat (5) untuk

konsolidasi, diblotkan bcrdasarkan

standar akuntansi pemerintah.

BAB XII

PENGEIOIAAN SUMBER DAYA IAIN
Pasd 35

(1) Sumber daya l,ain adalah selunrh as€t dan kegiatan

yang menghasilkan pcndapatan diluar pendapatan

operaeional darr dikclol,a oleh Puskesmas.
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t3)

(4)

noAEHae smber daya lsin .tir{.!Ehrm unruk
rlr.'rindL{r.-rt mulrr ptlayarao dao oF*naf sta
blarcar:an tugas poHr a*n frmgsi ftrslcmas-
FcoAdolaan snmber aaya yaag htrl.{n qf.r liEsetatart

Eajib d 'rdrk-rr l.rrilriri alat secra bcdrala-

Sistcm pcogdolsm gmter dqla lain disrnrl&an obh
K€pela Ptdasnas rnrlah'i lGpatra Diras Kescha.tan

untrk ditetap&aa,rca8Pn &rdraa Br{EtL

BAE)otr

PEI{GEI.OL^AT IITGXI'II(}AX

Rasal 36
(fl Dalam ftpqjqEp keleslsrian lindld'ngo'l, ftrs&esmas

Baiib lirnhah Pus&esmas rrcleh'i

peryusuDan uE (Upaya ruaedohan r hgh'ng.nl
aqrr U?L (IrpaF kmantauar I:'tElrI'tlAEn) ser si
deagEB tEteotualr kratlra! Rnmdana-Undangm-

(A fttrAdolaaa li'ntqh sebo€ainma .$rn-k<rrd pada Eyat

(U ErriFrti pengEblaan limbah padat rl,rn cair,

pcrgrrasm, rlrrr perlgrodaliil vtldc.
(3) knselolaan limbah cair qiib meoeauhi sJrarat baku

mutu ya[g dibtap&u lrccara nasi@al tlaa regiodal

mdiputi pcogdotaar scrfia Lirnirwi fisiL dan tt ologis

sebclum dibuang ke lingh'ngarl-

(4) Daliam t'rngelob fimhh parht (sampah), Prrsbsmas

*ajib rr.ernisahkra sirrrtrsh Ecdis dari sarnlah norr

msdi&

(5l ncrgdolaan samynh Ddic rrajfr mematrrhi

keteo la[ kratufa[ kuda,tg UndarylD-

BABXn/

PEUBII{AAI{ DAI{ PET{GAWASAN

Iqgi.'r I(..ahr

kobiran
Pasaf 37

(1) Fcmtinaaa tctnis hslrcsms dihtrrLlrr. olrh r.p-lr
Dinas Xcchatan-

l!,l.krlii i(C a;\ -) i r..1-3i
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t4

(u

t2l

(2) Rmfinam krnrgan hrs&Esas dibhrtrn
Fcjabd kagd& fananean Oas-an FgOl.

ohfr

RaglLrr Kodua

mgrEsan
hral3A

@aYasan Plrdacoa .ail'krtkqn olEh r'rnskt rqt
l(abllPsh-

Earasan dAat dilatulaa olch

Sstua hgaras tElEroaf (SP4-

B'B )(I'
EI/AII'AI DAITPET{IIAIAI{KTE&.'A

Pessl 39

EYaluad dan oc&ian Kmcrja BIIJD-hr&roas
rlitdorl.-n sctiap trlnrE ohn Bupati tErtadap r<gFL

&euaryan .lqa 'rxr tlaxrrgan-

&ahrad yang rfir*b'kra setat!fu[ana firn'trrcr.t

Fda aFt (fr, dipctglm.bn rmlut menguhrr
tiratat pcacapaiao hasll PP!(-BIITD

diEtEph ,lalqrn Rcrtcma StraEgis Eisri. (RcEstsa

Bisoisl ,r.n Rencana rn"a;" dan Anggar (RBAI.

BAB XI'I
KETENTUAI'T IAIX-IAIN

Pasal4{)

Bupati bcrrc, ary tmrk menetndt*n !6@ai
ketcatuan a'n lEahrrm pelatsanam untuk

'rrrlsl.3 tr lrq,r p.ra tana L.rnlr iEL Vaag rp$fr*i
ftrallran h.rsksEas, Rcratran Mtang tEtcilagaan,

scrta pcrahran lei'l Sang 
-' ' L di:antumlzn alalam pola

tata blola ini at8s usuha f<cpeh nrtcmas.



BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatartnya dalam Berita Daerah Kabupaton Musi
Rawas.

Ditetapkan di
pada tarlegal
BUPATI

Mua-ra Beliti( kpL*Lt 261s
RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 Wrn b, 21lg
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

KOORDI tl

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMORd6
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I

I.

IAMPIRAN II : PERATT,RAN BUPATI MUSI RA TAS

NOMOR , B( TAI{UN 2019
TENTANG TATA KELOIA BADAN

I,AYANAN UMUM DAERAH PN)A
PUSAT KESEI{ATAN MASYARAKAT

SUNGAI BI'NUT KABI,'PAIEN MUSI

RAUIAS.

PROSEDUB KER''A PUSKESMAS SUNGAI BUNUT

sOP Pelayanan

A. SOP pada UFya Keschatan Perorangan (UKPI Puskcsmas Sutryai

Bunut

1. SOP PelaYanan Gawat Darura$

a. SOP FencriEaan Pasisr;

b. SOP kmulangan Pasien; don

c- SOP Pembayaran Pasien:

1) Tunai

2) Non Trrnai

2. SOFPeIayanan Rawat Jalan;

a- SOP Pcoerimaqn Pasien;

b. SOP ftmulangan hsie$ dan

c. SOP Fembayaran Pasien:

U Tunai

2) Non Tunai

3. SOP krealinan;
4. SOP Belayanan taboratorium scderhana;

5. SOP Felayanan Farmasi;

6. SOP PelaYanan Gizi;

7. SOP klayanan hsien Xetuargp Miskin;

8. SOP Felayanan Rckam Medik;

9. SOP Adninisrasi dan Manajemcn;

fO. SOP pelayanan Ambdans dan Mobil JertAz€}r:'

11. sOP kmefharaan;
12. SOP Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan

1& SOP PelaYanan Keamanan.



B. SOP pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Sungai

Bunut
1. SOP Pelayanan lGsehatan Ibu Hamil;

2. SOP klayanan Kesehatan lbu Bersalin;

3. SOP Pelayanan lGsehatan Bayi Baru Lahir;

4. SOP Pelayanan Xesehatan Balita;

5. SOP Pelaysnan IGrchatsn pada Usia Pendidikan Dasar;

6. SOP klayanan l{esehatan pada Usia hodlkti4
7. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjuq
8. SOP PeLayanan Keschat3n Penderita Hipertensi;

9. SOP Pelayanan lcschatan Penderita Diabctcs Melitus;

10. SOP Pelayanan Keseharan Orang dengan Ganguan Jiwa Berat;

1f.SOP Pelayanan Kcsehetsn Orang dengan Tuberkulosis flts);
dan

12- SOP Pelayanan Kesehatsn Orsng dengan Risiko Terinfeksi HIV-

II. SOP Selain Pelayanan

A. SOP Pegawai

1. SOP Rekruitmen Pegawai;

2. SOP Fengembangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Femberhentian Fegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

f. SOP Pengadaan

2. SOP Pemetiharaan

PAR IF KoORDINT'I

I !ffitt 3Dlr,t{l /v
I 7.{

a

RAWAS

I


